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BUPATI NGANJUK 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATl NGANJUK 
NO MOR 22 TAHUN 2019 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANMN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN 

PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019 YANG BERSUMBER DARI 

DANA ALOKASl UMUM TAMBAllAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGANJUK, 

bahwa dalarn rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan 
pembangunan sarana clan prasarana kelurahan clan 
pemberdayaan masyarakat di kelurahan berjalan efektif dan 
akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan 
Pern bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang ditindak 
lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 
27 Maret 2019 Nomor 146/2694/SJ ten.tang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 130 
Tahun 2018 ten.tang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan Tahun Anggaran 2019 1 maka perlu menetapkan 
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan Tal1Ltn Anggaran 2019 yang T3er·surn ber· dar·i Dana. 
Alokasi Umum Tambahan dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1950 ten.tang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 
Dalam Lingkungan Propin si Djawa Timur , Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); ~ 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharnan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Tndonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pernerin.tah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

7. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Pe1undang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82~ 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang 
Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali lerakhir dengan dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administ.rasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

1 0 . Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 
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Menetapkan 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecarnatan (Lembaran Negara Republik Indones1a 
Tahun2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaa.r1 Banmg/Jasa Pemerintah (Lembnran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana Lelah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Ilukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Pera tu ran Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pernbangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah; 

17. Peraturan Menteri Dalani Neger iNomor 18 Tahun 2018 
tentong Lembaga Kcmasyarakatan Desa dan Lembaga 
Adat Desa; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelu:r-ahan; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 /PMK.07 /2018 
tentang Tata Cara Penyaluran Dana AJokasi Umum 
Tambahan Tahun Anggaran 2019; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019 YANG BERSUMBER 
DARI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN. 



• 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk. 
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 
4. Perangkat Dacrah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 

Nganjuk. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Nganjuk. 
6. Inspcktorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabu paten 

Nganjuk. 
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Ka bu paten 

yang dipimpin oleh Carnal. 
8. Camat adalah pernirnpin dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
kecamatan yang <lalam pclaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah, dan menyelenggarakan tugas um um 
pernerin tahan. 

9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 
perangkat Kecan1atan. 

10. Lurah adalah pemirnpin penyclcnggaraan pernerintahan 
di wilayah kerja Kelurahan yang berada di bawah clan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. 

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
olch satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah 
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan t~rrliri clari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya 
manusia, barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalarn 
bentuk barang/ jasa. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daeral1. 

13. Dana Alokasi Tambahan yang selanjutnya disebut DAU 
Tarnbahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan 
di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 
Kelurahan. 

-
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14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang 
selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang 
dibentuk untuk rnernbantu Lurah dalam rnenyerap 
aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan 
Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan Kel urahan dengan swadaya 
gotong royong. 

1 :i. Rendahara Umum Daerah yang se1anjutnya disingkat 
BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah. 

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran 
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya. 

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan 
yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 
negara/ anggaran belanja daerah. 

18. P~jabat Pelaksana Teknis Kegiatan _yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat 
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya 

19. Beridahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional 
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjAwabkan uang 
untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 

20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
penge1uaran unluk mengajukan permintaanpembayaran 

21. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah 
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak 
ketiga atas dasar perjanjiai1. kontrak kerja atau sural 
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan 
jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

22. Surat Perminta.an Pembayaran Tambahan Uang 
Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 
melaksanakan Kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat 
rnendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran 
langsung dan uang persediaan. 

23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh 
PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran. 
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24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan 
SPM. 

25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disscbut SlLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan pengeluaran anggaran selama satu periode 
anggaran. 

BAB II 
KEGIATAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan: 
a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan 
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan . 

(2) Ruang lingkup kegiatan pcmbangunan sarana dan 
prasarana Kelurahandanpemberdayaan masyarakat di 
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
karakteristik Kelurahan. 

(3) Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disepakati dalrun forum musyawarah Kelurahan dan 
dibuatkan Berita Acara. 

Pasal 3 

( 1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 
digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang 
berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup 
masyarakat. 

(2) Kegiatan pem bangunan sarana dan prasarana Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan 
pemukiman, 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi 

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; 
dan/atau 

d. pengadaan, 
pemeliharaan 
kebudayaan. 

pembangunan, pengembangan, dan 
sarana dan prasarana pendidikan dan 

., 
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Pasal 4 

(1) Pengadaan, pembangunan, pengernbangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan 
pemukiman sebagairnana dirnaksud dalam PasaJ 3 ayat 
(2) huruf a, meliputi: 
a. jaringan air minum; 
b. drainase dan selokan; 
c. sarana pengumpulan dan pengolahan sampah; 
d. sumur resapan; 
e. jaringan pengclolaan air limbah domcstik skala 

pemukiman; 
f. alat pemadam api ringan; 
g. pornpa kebakaran portabel; 
h. penerangan lingkungan pernukiman; 
1. pemakaman umum; 
j. pos keamanan lingkungan; 
k. taman lingkungan/ruang terbuka hijau; 
1. lapangan olah raga; 
m. sanitasi; dan / atau 
n. balai pertemuan warga. 

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeJiha.raan sarana prasarana transportasi scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi: 
a . jalan pemukiman; 
b. jalan poros Kelurahan; dan/atau 
c. jembatan. 

(3) Pengadaan, pernhangunan, pengembangan dan 
pemelihru·aw1 ~u-1rana prasarana kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi: 
a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; 
b. pos pelayanan terpadu; 
c . taman pos pelayanan tcrpadu; dan/ atau 
<l. pos pernbinaan terpadu. 

(4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan 
kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
huruf d, meliputi: 
a. Laman bacaan masyarakat; 
b. bangunan pendidikan anak usia dini; 
c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; 

dan/atau 
d. peninggalan/ situs budaya. 

Pasal 5 

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b , 
digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas 
masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan 
potensi dan sumber daya sendiri. 

,. 
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(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yaitu: 
a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 

masyarakat; 
b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 

kebudayaan; 
c. pengelolaan kegiatan peng~mbangan us::iha mikro, 

k~c:il dan menengah; 
d . pengclolaan kegiatan lembaga keums_yarakatan; 
e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, 

dan perlindungan masyarakat ; dan/ a tau 
f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam 

menghadapi bencana serta kejadian I uar biasa lainnya. 

Pasal 6 

(1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, 
meliputi: 
a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; 
b. keluarga berencana; 
c. pelatihan kader kesehatan rnasyarakat; 
d. kelurahan schat/siaga; dan/atau 
e. pos pelayanan kesehatan. 

(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 
kebudayaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
huruf b meliputi: 
a. penyelenggaraan pelatihan kerja; 
b. pen_yelengaman kursus seni budaya; 
c. pengelolaan PAUD dan TK; 
d. penge1o1aan perpustakaan kelurahan; dan/ at.au 
e. penyelenggaraan peringatan nyadaran /bersih desa. 

(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, keen, 
dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) huruf c, meliputi: 
a. penyelenggaraan pclatihan usaha; dan/ atau 
b. pelatihan industri rumah tangga. 

(4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, 
meliputi: 
a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan; dan/ atau 
b. peningkatan kapasitas lembaga kernasyarakatan 

kelurahan. 
(5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan 

perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi: 
a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; 

dan/atau 
b. penguatan dan peningkatan 

keamanan/ketertiban Kelurahan. 
kapasitas tenaga 

l 
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(6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 
bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi: 
a. penyediaan layanan informasi tentang bencana; 
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam 

menghatlapi bencana; 
c. pclatihan tenaga sukarclawan untuk penaJ.1.gana.11 

bencana; 
d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; 
e. penghijauan;dan/atau 
f. penguatan kesiapsiagaan masyru:·akat yang lainnya. 

Pasal 7 

( 1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 
dilakukan melalui musyawarah perencanaan 
pembangunan Kelurahan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan 
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan 
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), d.lakukan melalui musyawarah 
antara Lurah dengan LPMK. 

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan 
kegiatan tam.bahan dan/atau perubahan. 

(4) Kesepakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 
<lalam bentuk berita acara. 

Pasal 8 

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun 
dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, mcliputi: 
a. Rencana Kerja Kecamatan; dan 
b. RencanaKerja Pembangunan Daerah. 

(2) Penambahan dan/atau perubahan Kegiatan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disusun dalam dokumen 
perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, meliputi: 
a. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan; dan 
b. Peru bahanRencanaKerja Pembangunan Daerah. 

Pasal 9 

Pelaksanaan kegiatan pem bangunan sarana dan prasarana 
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, 
dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Bupati kepada (l 

Camat dengan Keputusan Bupati. I .,. 
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BAB III 
PENGANGGARAN 

Pasal 10 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD 
untuk pembangunan sarans dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
dimasukan ke dalarn anggaran Kecamatan pada bagian 
anggaran Kelurahan untuk dimanfa.atkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Alokasi anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersumber 
dad DAU Tambahan. 

Pasal 11 

(1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana 
Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan 
rnasing-masing kegiatan. 

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul 
Lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
masing-masing dituangkan pada Rencana Kerja dan 
Anggaran Lerst:!ntliri. 

BAB IV 

PELAKSANAAN ANGGARAN 

Pasal 12 

(1) Bupati menetapkan Lurah selaku 
melaksanakan kegiatan pembangunan 
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
Kelurahan atas usul Camat. 

KPA untuk 
sarana dan 

masyarakat di 

(2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu 
dan PPTK di Kelurahan. 

(3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di 
Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran melalui BUD. 

(4) Apabila tidak tersedianya Aparatur Sipil Negara di 
Kelurahan, Lurah mengusulkan kepada Camat untuk 
menugaskan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan sebagai 
Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK 
serta Bendahara Pengeluaran Pembantu. 



• 

Pasal 13 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (2) bertugas: 

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa 
yang disampaikai, oleh Hendaha.ra Pengr.luaran Pembantu 
dan dikelahui/disetujui oleh PP'T'K; 

b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran Pembantu; 
c. melakukan verifikasi SPP; 
d. menyiapkan SPM; dan 

e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan. 

Pasal 14 

(1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan melibatkan ke1ompok 
masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan. 

(2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan 
kelompok masyarakat dan/atau organisasi 
kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III 
atau Swakelola Tipe IV. 

(3) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimungkinkan 
untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan 
barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidung pcngadaan 
barang dan jasa. 

(4) Dalam ha] di Kelurahan dan/atau Kccamatan belum/tidak 
tersedia pejabat pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Ilasil 
Pekerjai:m (PjPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (::l), 

C-Am.At melalui Sekretaris Dacrah dapat meminta. kepada 
Kepala Perangkat Daerah lainnya untuk menetapkan 
pejabat dimaksud. 

Pasal 15 

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pengadaan barang danjasa. 
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BABV 
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 16 

(1) Penatausahaan l{egiabm pembangunan sarana dan 

prasarana Kelurahan dan pe.tnuerdayaan masyarakat di 
Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan 
mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 
Kelurahan d ilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas 
akuntansi. 

(3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan 
laporan pertanggungjawaban tarnbahan uang dan laporan 
pertanggungjawaban fungsional. 

(4) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 
Kr.lur:=ihan ; yang berada di rekening kus umum daerah 
maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan 
diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun 
anggaran selanjutnya. 

Pasal 17 

( 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam 
melaksanakan perlanggungjawaban kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana Keluraha.n dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas 
melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban 
yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pcmbantu 
kepada KPA. 

(2) Verifikasi 8ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. meneliti kelcngkapan doku1nen laporan 

pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti 
pengeluaran yang dilampirkan; 

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per 
rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per 
rincian objek; 

c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak 
Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; 
dan 

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang 
diterbitkan periode sebelumnya. 



• 

• 

(3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 

disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester. 
(1) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakcu:1 bagian Lidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Batas waklu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), untuk: 
a. semester I disampaikan paling lambat minggu pertama 

bulan Juli; dan 
b. semester II disampaikan paling larnbat minggu pertama 

bulan Januari. 
(6) Lurah rnenyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati 
melalui Camat. 

BAB VI 
PEMBTNAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan 
pem berdayaan masyarakat di Kelurahan. 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati 
dapat melimpahkan kewenangAnnya kepada Camat. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam 
pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah . 

(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagain1ana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanal{an sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-\.u1.dangan. 

Pasal 19 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan 
dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(3) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, 
dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Peraturan Bupati 
diundAngkan. 

Pasal20 

1m mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. 

Ditetapkan di Nganjuk 
pada tanggal 25 Juni 2019 

BUPATl NGANJUK, 

ttd. 

NOVI RAHMAN HTDHAYAT 

Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 25 Juni 2019 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd. 

Ir. AGOES SOEBAGIJO 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19600812 199103 1 013 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAN,JUK TAHUN 2019 NOMOR 22 

Salinan sesuRi dengan aslinya 
KEPALA BAGIA HUKUM, 

NATIAS SH MM 
Pembina Tingkat I 
NIP. 19661107 199403 1 005 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPA TI NGANJUK 
NOMOR 22 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN PEL1\KSANMN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DI KELURA.HAN TAHUN ANGGARAN 2019 YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN 

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 

Kecamatan 
Kelurahan 
Tahun Anggaran 

NO. URAIAN OUTPUT ANGGARAN REALI SAS! SISA 

VOLUME SATUAN (Rp. ,00) (Rp. ,00) % (Rp. ,00) % 

(1) r2:, (3) (4) (5) (6) t7)=(6Ji(SI (8)=(5)-(61 (9)= (8} / (5) 

A. Pembangunan Saraoa I 
dan Prasarana Kelurahan I I 
1. Kegiatan 1 I 

I 

2. Kegiatan 2 

3. Dst .... I 
B. Pemberdayaan Masyaraj,rai: : 

di Kelurahan I I 
1. Kegiatan 1 I 

2. Kegiatan 2 

3. Dst .... I 

Jumlah Total I 

% CAPAJAr.; TENAGA DURASI I 
OUTPUT KERJA 

(Orang) (Hari) 

(10) (11) (12) 

I 
i 
' 
I 

Tanggal 

uPAH 

(Rp. ,00) 

(13) 

Mengetahui 
Lurah selaku KP A, Bendahara Pengeluaran Pembantu 

NamaJelas 
NIP 

• • 
NamaJelas 
NIP 

KET. 

(14) 

~ ,. 



.. 

Petunjuk Pengisian: 

NOMOR 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 

URAIAN 

Kolom 1 d iisi dengan nomor urut program/kegiatan 
Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan 
Kolom 3 diisi dengan volume output> misal: 500 
Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter 
Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran 
Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi 
Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran 
Kolom 8 diisi dengan selisih antara an~aran dan realisasi 
Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa 
Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: 
a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan 

foto; 
b. Kegiatan nonfisik dengan cara: 

1) penyelesaian kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30°1c> 
(tiga puluh persen); 

2) undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50% (lima puluh persen); 
3) kegiatan telah terlaksana sebesar 800/o (delapan puluh persen); dan 
4) laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100% (seratus persen) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ATIAS. SH, MM 
Pembina Tingkat I 
NlP. 19661107 199403 1 005 •· • 

BUPATI NGANJUK, 

ttd. 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 

~ 
;I' 


